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ABSTRAKSI 

 

Putri, Riska Anisya, NIT. 572011337561 K, 2024, “Keterlambatan Perizinan 

Kegiatan Pekerjaan Bawah Air Di Kementerian Perhubungan Oleh Pt Optic 

Marine Indonesia”. Skripsi Program Diploma IV, Program Studi 

Tatalaksana Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Politeknik Ilmu Pelayaran 

Semarang, Pembimbing I: Kristin Anita Indriyani, S.ST., MM, Pembimbing 

II: Purwantono, S.Psi, M.Pd. 

 

Peraturan tentang Pekerjaan Bawah Air mempermudah proses pengurusan 

perizinan usaha yang harapannya dapat memberikan kepada pelaku usaha sarana 

untuk mempermudah proses perizinan sehingga menjadi cepat dan praktis. Saat ini 

pemerintah belum menciptakan sistem pendaftaran perizinan berbasis elektronik 

yang disebut dengan Online Single Submission (OSS) sehingga PT Optic Marine 

Indonesia masih mengurus perizinan di Kementerian Perhubungan dengan sistem 

door to door, yaitu menyerahkan dokumen permohonan secara hardfile. Hal ini 

memperlambat proses perizinan pekerjaan bawah air. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan menganalisis terlambatnya proses perizinan pekerjaan 

bawah air dan untuk mengetahui cara mengatasi keterlambatan proses perizinan 

pekerjaan bawah air di Kementerian Perhubungan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data 

penelitian yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan 

data melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.  

Penyebab terlambatnya proses perizinan pekerjaan bawah air di 

Kementerian Perhubungan oleh PT Optic Marine Indonesia adalah belum adanya 

sistem pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan Online Single 

Submission (OSS), beberapa instansi yang belum memiliki Sistem Informasi 

Manajemen (SIM) atau sistem online, kurangnya komunikasi antara PT Optic 

Marine Indonesia dengan Kementerian Perhubungan. Cara mengatasi 

keterlambatan proses perizinan pekerjaan bawah air adalah memastikan PT Optic 

Marine Indonesia memiliki rekapitulasi, mengadakan pertemuan/ meeting dengan 

Kementerian Perhubungan, memonitoring langsung di lapangan terkait proses 

perilisan dokumen rekomendasi.          

 

Kata Kunci: Keterlambatan, Perizinan, dan Pekerjaan Bawah Air 
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ABSTRACT 

 

Putri, Riska Anisya, NIT. 572011337561 K, 2024, "Delays in Licensing of 

Underwater Work Activities at the Ministry of Transportation by PT Optic 

Marine Indonesia". Thesis Diploma IV Program, Port and Shipping 

Management Department, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Advisor I: 

Kristin Anita Indriyani, S.ST., MM, Advisor II: Purwantono, S.Psi, M.Pd. 

 

Regulations on Underwater Work simplify the process of managing business 

permits which are expected to provide business actors with the means to simplify 

the licensing process so that it becomes fast and practical. Currently, the 

Government has not created an electronic-based licensing registration system 

called the Online Single Submission (OSS) so that PT Optic Marine Indonesia still 

takes care of licensing at the Ministry of  Transportation with a door-to-door 

system, namely submitting application documents in hardfile. This slows down the 

underwater work licensing process. The purpose of this study was to determine and 

analyze the delay in the underwater work licensing process and to determine how 

to overcome the delay in the underwater work licensing process at the Ministry of 

Transportation. 

The research method used is a qualitative method. The source of research 

data obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques 

through observation, interviews, literature studies, and documentation. 

The reason for the delay in the underwater work licensing process at the 

Ministry of Transportation by PT Optic Marine Indonesia are the absence of an 

electronic-based licensing registration system called Online Single Submission 

(OSS), several agencies that do not yet have a Management Information System 

(SIM) or online system, lack of communication between PT Optic Marine Indonesia 

and the Ministry of Transportation. The way to overcome the delay in the 

underwater work licensing process is to ensure that PT Optic Marine Indonesia has 

a recapitulation, hold meetings with the Ministry of Transportation, and monitor 

directly in the field regarding the process of releasing recommendation documents. 

 

Keywords: Delays, Permits, and Underwater Work 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penggunaan digital informasi di era industri maritim sangat diperlukan 

dalam mempermudah proses pengurusan perizinan usaha yang harapannya 

dapat memberikan kepada pelaku usaha sarana untuk mempermudah proses 

perizinan sehingga menjadi cepat dan praktis. Pemerintah belum menciptakan 

sistem pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan Online 

Single Submission (OSS). OSS adalah sistem pendaftaran perizinan yang 

terintegrasi secara elektronik yang memudahkan pelaku usaha dalam rangka 

memperlancar kegiatan usahanya atas persetujuan Pemerintah atau 

Kementerian yang terkait. 

PT Optic Marine Indonesia selaku pelaku usaha perizinan masih 

melakukan perizinan di Kementerian Perhubungan dengan sistem door to door, 

yaitu pihak PT OMI menyerahkan dokumen permohonan secara hardfile 

kepada Kementerian Perhubungan. Hal ini menjadi faktor keterlambatan 

proses perizinan pekerjaan bawah air. Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

dalam setiap instansi terkait juga menjadi peran utama dalam memproses setiap 

permohonan dari pelaku usaha yang mengajukan sesuai dengan izinnya. Sistem 

Informasi Manajemen sendiri mempunyai pengertian sistem perencanaan 

bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan 

manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh instansi manajemen untuk 

memecahkan masalah bisnis seperti jasa, layanan, dan perizinan.  Kementerian 
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Perhubungan yang sistem informasi manajemen masih belum optimal dan 

terintegrasi oleh OSS/ perizinan satu pintu sehingga para pemohon perlu 

membawa secara manual dokumen tersebut kepada instansi terkait. Semakin 

banyaknya pekerjaan yang dilakukan secara manual maka koordinasi antara 

perusahaan kontraktor perizinan swasta dan instansi pemerintah terkait akan 

semakin menimbulkan ketidak-intergritas dalam hal pelayanan yang 

mengedepankan nilai transparansi.  

Keselamatan Pelayaran telah diatur pada Undang-undang Nomor 17 

Tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa untuk menjadikan transportasi yang 

unggul serta efektif dan efesien maka pemerintah menerapkan transportasi laut 

yang terdiri dari angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan pelayaran, 

dan keamanan pelayaran untuk membangun karakter yang dapat memajukan 

transportasi Indonesia yang dinamis dan tertata. Pada pemberian izin 

membangun mengenai Sistem Komunikasi Kabel Laut, peran pemerintah 

dalam mewujudkan alur pelayaran dalam menetapkan prosedur perizinan 

mengenai rute pelayaran, prosedur berlalu lintas, dan menetapkan daerah labuh 

kapal sesuai dengan kepentingannya. Hal ini dimaksudkan untuk terciptanya 

keselamatan pelayaran dan meminimalisir adanya hambatan dan gangguan 

seperti adanya kerangka kapal saat melakukan pembersihan alur yang akan 

digunakan pada pemasangan kabel bawah laut yang dilakukan.  

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) atau Indonesia Sea and 

Coast Guard merupakan salah satu bagian dari Direktorat Jenderal 

Perhubungan yang merupakan organisasi tertua di Indonesia yang bertugas 

dalam penjagaan dan penegakan hukum di laut. Sebagai poros maritim dunia 
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dalam keselamatan dan keamanan pelayaran Indonesia, KPLP juga merupakan 

penegakkan hukum atau law enforsement, untuk itu untuk menjadikan 

pelayaran Indonesia yang baik dapat memberikan kontribusi besar dalam 

penjagaan laut meliputi kelaiklautan, keselamatan, keamanan, ketertiban, dan 

perlindungan maritim. 

Pemerintah menetapkan pelaksanaan kegiatan perizinan di Indonesia 

yaitu menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Berusaha, yang dapat memberikan kemudahan waktu 

dan pengaruh yang sangat signifikan bagi pelaku usaha untuk menjalankan 

perizinan di Negara Indonesia. Namun saat ini pemerintah belum mampu 

memberikan jaminan kepastian hukum dan kemudahan investasi sekaligus 

memaksimalkan manfaat bagi kesejahteraan pelaku usaha terutama perusahaan 

di bidang subkontraktor perizinan pekerjaan bawah air. Hal ini dapat 

disebabkan keterlambatanya proses perizinan di KPLP Kementerian 

Perhubungan yang seharusnya sudah ditetapkan sesuai dengan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) namun masih saja terlambat dalam menetapkan 

surat perizinan.  

Adanya OSS ini pelaku usaha tidak menjalankan perizinannya ke 

berbagai Kementerian atau Lembaga terkait dalam pengurusan perizinan usaha 

yang pada dasarnya dapat menghemat waktu dan tenaga. Pada sistem tersebut 

pelaku usaha harus mendaftar untuk mengakses layanan OSS dan akan 

mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas bagi 

pelaku usaha yang terdaftar pada sistem tersebut. Dengan sistem ini maka 
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perusahaan bisa mendapatkan izin usahanya dengan cepat sehingga usahanya 

tersebut dapat dijalankan sesuai proyek yang diajukan. 

Pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi kabel laut sangat 

penting dalam pertumbuhan ekonomi global agar lancarnya telekomunikasi 

antar negara. Jaringan kabel bawah laut juga berperan dalam kegiatan 

perdagangan internasional dengan menghubungkan pusat transaksi bisnis, 

transfer data logistik, dan pengelolaan rantai pasokan di seluruh dunia. Akses 

internet dapat memberikan dampak positif untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi, pendidikan, dan inovasi. 

Kabel bawah laut merupakan salah satu alat bantu teknologi komunikasi 

yang berdampak positif pada kehidupan manusia, sehingga penerapan kabel 

bawah laut ini dapat berjalan efektif dengan menampung banyak sinyal dengan 

kecepatan data yang tinggi dan jangkauan wilayah yang jauh dan luas sehingga 

tergolong nilai positif bagi pengguna internet, yang harapannya bahwa pihak 

telekomunikasi dapat berkembang pesat terutama di sektor maritim seperti 

Indonesia (Supartono, 2020). 

Dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Republik 

Indonesia pada Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan Pekerjaan 

Bawah Air yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga. Pekerjaan bawah air adalah 

pekerjaan yang bersifat khusus yaitu pekerjaan yang menggunakan peralatan 

bawah air seperti kegiatan instalasi, kontruksi, yang dilakukan oleh kapal 

bawah air yang dapat bekerja di tekanan air yang tinggi. Pada pasal 2 ayat 2 

mengartikan bahwa ada beberapa golongan yang termasuk pekerjaan bawah air 
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seperti pemasangan kabel bawah air, penanganan pipa bawah air, dan bangunan 

atau instalasi di perairan. 

Untuk mengupayakan keselamatan pelayaran dalam kegiatan pekerjaan 

bawah air berupa Sistem Komunikasi Kabel Laut, KPLP telah menjalankan 

pengamanan yang ketat terhadap bangunan instalasi yang dibangun di perairan 

dengan mencantumkan surat izin membangun Berdasarkan Keputusan 

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. A.760/AL.824/DJPL Tanggal 26 

Agustus Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Membangun Sistem Komunikasi 

Kabel laut (SKKL) Asia Direct Cabel System Project dari Singapura ke Jepang 

yang melintasi sebagian perairan teritorial Indonesia dan Zona Ekonomi 

Ekslusif (ZEE), bahwa pada poin ke 4 yang berbunyi “Pemberian Izin 

Membangun Sistem Komunikasi Kabel Laut Asia Direct Cable (SKKL ADC) 

bahwa surat ini ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan untuk menjaga 

keamanan dan keselamatan pada alur pelayaran yang merupakan jalur 

pemasangan kabel bawah laut yang mana pemilik kabel harus memenuhi 

ketentuan dan persyaratan mengenai tahapan perizinan yang telah dikeluarkan 

oleh Kementerian/Pemerintahan yang terkait serta rekomendasi dari pihak 

perusahaan komunikasi yang telah bekerja sama dengan pihak subkontraktor 

kabel”. 

PT Optic Marine Indonesia (OMI) merupakan perusahaan pelayaran 

subkontraktor dalam pemeliharaan proses perizinan penggelaran kabel di 

Indonesia untuk menghubungkan antarpulau dan benua melalui jaringan 

komunikasi kabel laut. PT OMI juga mewujudkan kerjasama dengan 

perusahaan telekomunikasi global yang membidangi tentang konektifitas 
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jaringan internet dan terlibat dalam berbagai proyek pemasangan kabel bawah 

laut di Asia Pasifik. Layanan yang diberikan oleh PT OMI yaitu menjalankan 

perlengkapan pekerjaan bawah laut dan kapal yang dapat digunakan dalam 

pekerjaan pemeliharaan, pemasangan, dan perbaikan di perairan dangkal 

maupun perairan dalam serta mengenai perencanaan desain rute. Berikut 

beberapa perusahaan di Indonesia yang mempunyai izin salvage/underwater 

yang bergerak di bidang Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) : 

Tabel 1.1 Data Perusahaan Pemegang Izin Salvage di Indonesia 

No. Nama Badan 

Usaha 

Alamat Perusahaan Kabupaten/ 

Kota 

Jenis Izin 

Usaha 

1. PT Jaya 

Salvage 

Indonesia 

Komplek Pergudangan 

Margomulyo Jaya Jl. 

Sentong Asri C6, 

Surabaya 

Surabaya Izin 

Salvage/ 

Underwater 

2. PT Nautic 

Marine 

Salvage 

Jalan Baru I Gusti 

Ngurah Rai No.111 

Bintara, Bekasi Barat 

17134 

Bekasi Izin 

Salvage/ 

Underwater 

SKKL 

3. PT Optic 

Marine 

Indonesia 

Gama Tower, Jl. H. R. 

Rasuna Said, 

RT.1/RW.5, Karet 

Kuningan, Kecamatan 

Setiabudi, Kuningan, 

Jakarta 

Jakarta Izin 

Salvage/ 

Underwater 

SKKL 

4. PT Salvage 

Indo Network 

Gedung Buncit 36, 

Jalan Warung Jati 

Barat No. 36, 

Ragunan, Jakarta 

Selatan  

Jakarta Izin 

Salvage/ 

Underwater 

SKKL 

5. PT Nusantara 

Salvage 

Indonesia 

Jln. Pesapen 32 B, Ds. 

Sumurwelut, Kec. 

Lakarsantri, Surabaya 

Surabaya Izin 

Salvage/ 

Underwater 

SKKL 

Sumber : Data Devisi Operasional PT. Optic Marine Indonesia, 2022 
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Pentingnya penanaman kabel bawah laut bertujuan untuk mempercepat 

transformasi digital sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang luas 

dalam menumbuhkan perekonomian di berbagai negara. Jaringan sinyal yang 

cepat mempermudah pertukaran informasi diberbagai belahan dunia dalam 

mengakses pendekatan secara update. Indonesia membangun investasi dalam 

infrastruktur jaringan telekomunikasi yang dapat mendorong berbagai 

keamanan dan kinerja dalam layanan cloud yaitu layanan sistem informasi 

yang berisi server, aplikasi, dan database melalui jaringan internet dengan 

tujuan memudahkan pengguna dalam mengakses internet. Peranan kabel 

bawah laut menjadi sebuah fondasi ekonomi digital Indonesia dalam 

meningkatkan aksesibilitas kerjasama perdagangan ekonomi yang berbasis 

teknologi. Untuk itu penulis ingin mendokumentasikan dan mengkajinya 

dalam sebuah skripsi dengan judul “Keterlambatan Perizinan Kegiatan 

Pekerjaan Bawah Air Di Kementerian Perhubungan Oleh PT Optic 

Marine Indonesia” 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah elemen kunci yang menjelaskan apa yang 

menjadi pusat perhatian atau objek utama dari sebuah penelitian. Maka fokus 

penelitian berfokus pada terlambatnya perizinan pekerjaan bawah air yang 

disebabkan karena belum terintegrasi sistem Online Singel Submission (OSS) 

di Kementerian Perhubungan kepada pihak perusahaan atau pelaku usaha. 

Untuk itu fokus penelitian ini dapat membantu peneliti untuk tetap terarah dan 

konsisten sepanjang proses penelitian.  
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C. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan rumusan masalah yang 

menjadi landasan dalam pemahaman mengenai prosedur perizinan pekerjaan 

bawah air di Indoensia. Adapun rumusan masalah yang ditentukan yaitu:  

1. Apa penyebab keterlambatan proses perizinan pekerjaan bawah air di 

Kementerian Perhubungan oleh PT Optic Marine Indonesia? 

2. Bagaimana mengatasi keterlambatan proses perizinan pekerjaan bawah air 

di Kementerian Perhubungan oleh PT Optic Marine Indonesia? 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa tujuan penelitian 

yang menjadi dasar dari penelitian ini, antara lain : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terlambatnya proses 

perizinan pekerjaan bawah air di Kementerian Perhubungan oleh PT Optic 

Marine Indonesia. 

2. Untuk mengetahui cara mengatasi keterlambatan proses perizinan 

pekerjaan bawah air di Kementerian Perhubungan oleh PT Optic Marine 

Indonesia. 

E. Manfaat Hasil Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka penulis memberikan manfaat 

secara teoritis atau akademis dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan pembaruan 

pengetahuan terkait terlambatnya proses perizinan pekerjaan bawah air di 
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Kementerian Perhubungan dalam pengembangan teori dan model baru 

terkait dengan pekerjaan bawah air, khususnya dalam konteks instalasi 

kabel laut. Penelitian ini melibatkan pembangunan kerangka kerja 

konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar penelitian dalam 

memberikan manfaat yang luas bagi komunitas akademis. Sehingga dapat 

memperkaya materi pembelajaran dengan studi kasus aktual dari konsep 

teoritis yang diajarkan 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi PT Optic Marine Indonesia (OMI) 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perusahaan yang membidangi izin usaha dalan perizinan pekerjaan 

bawah air yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan yang baik 

dalam pengelola konflik. Serta membangun hubungan dengan 

perusahaan pemilik kabel dengan tujuan membangun strategi yang 

berkelanjutan secara optimal. Manfaat penelitian ini juga memberikan 

dasar kuat untuk pengembangan bisnis antara PT OMI dengan 

perusahaan pemilik kabel bawah air yang kompetitif. 

b. Bagi PIP Semarang 

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi institusi 

pendidikan atau kampus dalam pengembangan keterampilan taruna 

taruni dalam pemahaman mengenai penyebab terjadinya 

keterlambatan perizinan pekerjaan bawah air dan dapat memberikan 

gambaran mengenai penelitian bidang kemaritiman mengenai Sistem 
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Komunikasi Kabel Laut khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif yang 

dapat memberikan peluang kolaborasi yang lebih luas terhadap 

generasi selanjutnya
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BAB II  

KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

Deskripsi teori ini dapat merujuk pada upaya untuk memberikan 

gambaran, interprestasi, atau pemahaman yang mendalam tentang suatu 

fenomena atau masalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti 

memerlukan landasan teori untuk mendukung gagasan terhadap pemahaman 

yang mendalam tentang uraian teori-teori yang terkait disertai penjelasan dari 

para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.  

1. Keterlambatan 

Menurut Ervianto (2021) keterlambatan adalah suatu kegiatan yang 

harus dilakukan namun tidak sesuai dengan rencana sehingga terjadi 

adanya kemunduran waktu yang lama dan menyebabkan suatu atau 

beberapa kegiatan terjadi penundaan yang seharusnya sudah terselesaikan 

namun tidak tepat sesuai jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. 

Menurut Casey (2019) keterlambatan adalah suatu kegiatan permasalahan 

yang sering dilakukan secara konsisten dan kegiatan yang paling sulit 

untuk diubah. Sedangan menurut Wulfram (2020) keterlambatan adalah 

suatu kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya namun tidak 

dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan renacana sehingga terjadinya 

pertundaan waktu dan memakan waktu untuk kegiatan selanjutnya tidak 

dapat dikerjakan sesuai jadwal yang telah direncanakan.  
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Menurut Kraiem dan Dickman (2020) membagi jenis-jenis 

keterlambatan sebagai berikut:  

a. Keterlambatan yang tidak dapat dimaafkan (Non Excusable Delays) 

adalah keterlambatan yang terjadi karena adanya faktor kelalaian, 

langkah atau tindakan, ketidaktelitian, dan kesalahan. 

b. Keterlambatan yang dapat dimaafkan (Excusable Delays) adalah 

keterlambatan yang disebabkan oleh ketidaksengajaan atau kejadian 

yang dilakukan diluar kendali seseorang. 

c. Keterlambatan yang layak mendapatkan ganti rugi (Compensable 

Delays) adalah keterlambatan yang dilakukan secara sengaja oleh 

seseorang karena kesalahan yang fatal dan dituntun untuk ganti rugi. 

2. Perizinan 

Menurut Adrian Sutedi (2022) perizinan memiliki bentuk yang 

beragam yaitu perizinan pendaftaran, perizinan dalam rekomendasi 

kegiatan, perizinan  sertifikat, dan perizinan penentuan jumlah kuota dan 

izin dalam melakukan suatu usaha yang dimiliki oleh sebuah organisasi 

perusahaan dengan bentuk pelaksanaan aturan-aturan yang bersifat 

pengendalian dari pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh 

pihak-pihak terkait dalam melakukan suatu usaha. 

Menurut Vera Rimbawani (2020) perizinan adalah salah satu bentuk 

pelaksanaan yang harus dipatuhi oleh masyarakat atau pelaku usaha dalam 

melakukan kegiatannya yang melibatkan peraturan negara terhadap suatu 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu sesuai 
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prosedur yang berlaku. Selain itu dia mengartikan perizinan adalah 

pemberian legalitas kepada masyarakat atau pelaku usaha dalam kegiatan 

tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.  

Lutfi Efendi (2022) ) izin adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh 

undang-undang negara atau peraturan pemerintah kepada pelaku usaha 

yang sudah ditetapkan ketentuan-ketentuan serta larangan dalam 

menjalankan perizinan. Bentuk izin ini sama saja diartikan sebagai 

batasan, divestasi, kebebasan dalam melakukan usaha terhadap pelaku 

usaha. Perizinan juga dapat diartikan sebagai bentuk langkah oleh pihak 

pemerintah kepada individu yaitu pelaku usaha atau organisasi dalam 

melakukan kegiatan yang melibatkan perizinan suatu negara. Hal ini 

dilakukan demi keamanan suatu usaha, menjaga ketertiban usaha, 

keamanan lingkungan, dan loyalitas terhadap regulasi hukum yang 

berlaku. 

Proses perizinan melibatkan pengajuan permohonan kepada pihak 

yang berwenang, kemudian dilakukan penilaian terhadap permohonan 

tersebut. Jika permohonan memenuhi syarat dan standar yang ditetapkan, 

maka izin akan diberikan. Izin ini seseringkali memiliki batas waktu 

tertentu dan harus diperbarui secara berkala. Perizinan di Indonesia 

memiliki fungsi dan tujuan yang dirancang untuk mengatur dan 

mengendalikan kegiatan bisnis, investasi, dan berbagai kegiatan perizinan 

lainnya. Salah satu dari fungsi dan tujuan tersebut yaitu menjadi alat untuk 

menjamin bahwa kegiatan usaha atau proyek yang dilakukan tidak 
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merugikan kontraktor perizinan, sehingga dokumen yang digunakan 

mencakup standar keselamatan, keamanan, dan lingkungan yang harus 

dipatuhi oleh bisnis proyek yang dijalankan.  

Perizinan berfungsi sebagai alat penegak hukum yang mana 

pemerintah dapat menghentikan dan menghukum kegiatan tanpa izin. Hal-

hal ini mendorong penerapan standar yang tinggi di berbagai sektor untuk 

memastikan bahwa kegiatan dilakukan dengan mematuhi standar yang 

berlaku, serta mengurangi resiko sosial dan ekonomi yang mungkin 

muncul dari suatu kegiatan.  

3. Pekerjaan Bawah Air 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2013 

tentang Pekerjaan bawah air adalah pekerjaan yang merujuk pada berbagai 

aktivitas pembangunan, instalasi, atau konstruksi kapal di bawah air, serta 

pekerjaan bawah air yang sifatnya khusus, seperti pemanfaatan peralatan 

bawah air yang diaplikasikan dari permukaan air.  Pekerjaan bawah air 

adalah jenis pekerjaan yang dilakukan di dalam air, baik itu di permukaan 

air atau dibawah permukaan air. Pekerjaan ini melibatkan interaksi 

manusia dengan lingkungan air, seperti laut, sungai, atau kolam. 

Pekerjaan bawah air mengaitkan berbagai sektor, termasuk 

konstruksi, eksplorasi, penelitian, dan pemeliharaan. Pekerjaan bawah air 

juga memerlukan keahlian khusus dan seringkali melibatkan penggunaan 

peralatan khusus untuk memastikan keamanan dan keefisienan kerja di 

lingkungan air yang berbeda. Pekerjaan ini melibatkan risiko tambahan 
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seperti tekanan air, visibilitas terbatas, dan kondisi lingkungan lainnya. 

Untuk itu pekerjaan bawah air ini memerlukan pelatihan khusus dan 

kepatuhan terhadap protokol keselamatan yang ketat.   

Instansi Pemerintah yang menangani dalam kegiatan pekerjaan 

bawah air serta pemberian izin usaha adalah Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut. Perusahaan pelayaran yang membidangi perizinan 

kegaiatan bawah laut atau salvage harus mendapatkan izin usaha kepada 

Instansi terkait dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan 

kepada pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dalam kegiatan ini, 

pemerintah Indonesia telah melakukan usahanya dalam memajukan 

kinerja pada perusahaan salvage dan pekerjaan bawah air, seperti 

melakukan pendataan perusahaan. Perusahaan ini juga harus memenuhi 

standar operasional prosedur (SOP) penerbitan surat persetujuan pekerjaan 

bawah air (underwater). 

Dalam kegiatan pekerjaan bawah air fasilitas yang harus ada 

tentunya kapal pemasang kabel bawah laut atau cable laying ship. Dalam 

artikel emaritim.com, cable laying ship atau kapal kabel adalah jenis kabel 

yang digunakan untuk peletakan dan pemeliharaan kabel bawah laut, 

seperti kabel komunikasi dan kabel listrik. Kapal ini dilengkapi dengan 

peralatan dan teknologi khusus untuk mengatasi tantangan yang ada dalam 

instalasi kabel bawah laut termasuk kedalaman air, karang, dan arus yaitu 

Remotely Operated Vehicle (ROV).  

Salah satu jenis cable ship adalah CS Ile De Re yang digunakan 

dalam kegiatan pemasangan bawah laut pada proyek Asia Direct Cable 
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(ADC). Sesuai data dari devisi operasional PT Optic Marine menjelaskan 

bahwa CS Ile De Re  adalah kapal serba guna yang mampu menangani 

pemasangan dan perbaikan kabel bawah laut. Kapal berkecepatan tinggi 

ini patut digunakan bahkan dalam kondisi yang sulit. Dilengkapi dengan 6 

tangki kabel dengan total kapasitas kabel 5.050 ton, serta memiliki ROV 

sendiri dan bajak 2 meter. Kapal berlengkapan lengkap yang 

menggabungkan pengetahuan dan keahlian oleh kru kapal, CS Ile De Re 

dapat memberikan kinerja yang kuat dan berkomitmen penuh terhadap 

kinerja unggul serta menyediakan instalasi dan perbaikan sistem kabel 

bawah laut terbaik.  

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023) 

Gambar 2.1 Remotely Operated Vehicle (ROV) 

4. Kementerian Perhubungan 

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia adalah kementerian 

dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi pengurusan segala 
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transportasi darat, laut, dan udara. Sebagaimana yang sudah diatur oleh 

Undamg-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran adalah 

terwujudnya sistem transportasi laut nasional yang berkinerja unggul, 

efektif dan efesien serta berdaya saing yang memberikan nilai positif dan 

nilai tambah sebagai infrastruktur dan pilar yang sudang diakui bidang 

nasional dan internasional. Pada devisi Kesatuan Penjagaan Laut dan 

Pantai (KPLP) atau Indonesia Sea and Coast Guard merupakan instansi 

pemerintah dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang 

bertanggung jawab atas keamanan pelabuhan. Menurut Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 276 dibuat untuk menjamin terselenggaranya 

keselamatan dan keamanan, peran dan fungsi KPLP adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyusun kebijakan pengamanan, patroli, pencegahan musibah, 

pencemaran, keamanan perairan dan pelabuhan, pekerjaan salvage 

dan pekerjaan bawah air, dan persiapan perawatan penyelamatan. 

b. Membuat peraturan standar, kriteria, dan prosedur pengamanan, 

patroli, pencegahan musibah dan pencemaran, keamanan perairan  

dan pelabuhan, pekerjaan salvage dan pekerjaan bawah air, dan 

persiapan sarana penjagaan dan penyelamatan. 

c. Pemberian instruksi teknis pengamanan, patroli, pencegahan 

musibah, pencemaran, keamanan perairan dan pelabuhan, pekerjaan 

salvage dan pekerjaan bawah air, dan persiapan perawatan 

penyelamatan. 
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d. Penyelenggaraan perizinan  untuk layanan periaran dan pelabuhan 

yang tertib, tindakan pencemaran dan pencegahan musibah, keamanan 

perairan dan pelabuhan, pekerjaan salvage dan pekerjaan bawah air, 

dan persiapan perawatan penyelamatan. 

e. Pelaksanaan evaluasi operasi bidang perairan pencegahan musibah 

dan pencemaran, keamanan perairan  dan pelabuhan, pekerjaan 

salvage dan pekerjaan bawah air, dan persiapan sarana penjagaan dan 

penyelamatan. 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan berbagai upaya 

untuk memastikan pengamanan instalasi kabel bawah air di perairan 

Indonesia, termasuk memberikan persyaratan teknis untuk penempatan, 

pemendaman, dan penandaan instalasi kabel. Persyaratan ini juga 

disertakan dalam surat izin membangun yang diberikan oleh pelaku usaha 

dalam proses perizinan ke berbagai instansi terkait. Tujuan dalam 

pemasangan kabel dan pipa bawah air yaitu untuk menjaga konektifitas 

internet dan komunikasi di berbagai dunia. 

Kegiatan pemasangan kabel bawah laut perlu memerlukan fasilitas 

yang salah satunya adalah kapal yang memiliki spesifikasi khusus sesuai 

dengan ketentuan internasional. Sebelum penggelaran kabel ini dilakukan 

diperlukannya alur peta atau rute pemasangan kabel itu digelar untuk 

memudahkan kapal dalam beroperasi penanaman kabel sehingga dapat 

meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dalam 

bernavigasi untuk memenuhi kebutuhan provider di seluruh negeri. Oleh 
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karena itu setiap pelaku usaha harus memberikan informasi mengenai 

data-data kabel, rute alur pemetaaan, dan data kapal untuk diserahkan 

permohonannya ke Kementerian Perhubungan sehingga akan 

dikeluarkannya izin membangun instalasi kabel laut untuk segera digelar.   

5. PT Optic Marine Indonesia  

PT Optic Marine Indonesia (OMI) adalah salah satu bagian dari 

Optic Marine Group, yang membidangi dalam kegiatan perizinan 

pekerjaan bawah air yang berupa Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) 

untuk menghubungkan antarpulau dan benua melalui jaringan komunikasi 

kabel bawah laut. Untuk mencapai hal tersebut, PT OMI bekerja sama 

dengan PT Pelayaran Lintas Optik (PLO), yang mana PT PLO merupakan 

perusahaan ship owner yang menyidiakan kapal kabel dalam proses 

pemasangan kabel bawah laut tersebut. Kedua perusahaan memiliki 

keahlian di bidang pekerjaan bawah air yaitu SKKL di kawasan Asia-

Pasifik. Kerja sama ini didukung oleh kapal milik PT PLO berbendera 

Indonesia. Diharapkan kerja sama ini dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan dan mendorong pertumbuhan industri.  

Capt Djoni Algamar sebagai pemangku Direktur utama PT Optic 

Marine Indonesia, dalam kutipan artikel komite.id menjelaskan bahwa 

standar kenyamanan dan keamanan menjadi prioritas dalam mengerjakan 

pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi khususnya di 

Indonesia oleh PT OMI sebagai subkontraktor pemasangan penggelaran 

kabel bawah laut. Semua kapal yang dimiliki oleh PT PLO telah memenuhi 
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izin yang telah terdaftar sesuai dengan regulasi undang-undang yang 

berlaku, dan didukung oleh karyawan yang kompeten dan berkualitas, 

sehingga sangat memperhatikan keselamatan dan selalu bertindak sesuai 

dengan peraturan terkait.  

Fajar Satryo komisaris PT OMI mengatakan bahwa pada tahun 2019 

PT OMI telah memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pasar 

Indonesia dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti 

berperan serta dalam kemajuan teknologi telekomunikasi dan internet di 

Indonesia, mendukung lebih lanjut terhadap pembangunan infrastruktur 

nasional (Nawacita), menerapkan standar kerja internasional berkualitas 

tinggi di Indonesia mengenai pengembangan serat optik misalnya 

menghindari pemutusan jalur optik yang tidak perlu.  

B. Kerangka Pikir 

Menurut Malik Moleong (2021) menyatakan bahwa penelitian kualitatif 

bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang fenomena yang dialami 

subjek penelitian, seperti karakter penelitian, pengenalan, dorongan, aksi, dan 

sebagainya. Cresswell (2019) studi kasus adalah metode kualitatif dimana 

peneliti mengeksplorasi sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam 

terbatas (berbagai kasus), metode ini membutuhkan pengumpulan data yang 

menyeluruh dan mendalam dari berbagai sumber informasi atau sumber 

informasi majemuk seperti observasi, wawancara, pengumpulan data, bahan 

audiovisual, dan menerima laporan dengan pihak terkait.  

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

memahami fenomena sosial dan budaya dari perspektif partisipan dalam 
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konteks alamiah. Pemahaman fenomena dalam konteks keseluruhan yang 

biasanya berupa kata-kata, teks, wawancara, catatan lapangan, dan observasi. 

Pada penelitian kualitatif juga memfokuskan subjektivitas baik dari sisi peniliti 

maupun partisipan. Artinya peneliti berusaha memahami pandangan dunia 

subjek penelitian dengan segala kompleksitasnya. Proses penelitian kualitatif 

biasanya lebih fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan perkembangnya 

pemahaman peniliti tentang fenomena yang diteliti. 

Untuk mempermudah pembaca dalam memecahkan masalah, maka 

penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian  
 

Proses Perizinan Kegiatan Pekerjaan Bawah Air di Kementerian 

Perhubungan dilaksanakan secara manual dengan sistem door to door 

sehingga terjadi keterlambatan perilisan dokumen rekomendasi 

Penyebab keterlambatan perizinan kegiatan pekerjaan bawah air di 

Kementerian Perhubungan Laut oleh PT Optic Marine Indonesia 

Dampak yang ditimbulkan dalam kegiatan pekerjaan bawah air yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan oleh PT Optic Marine 

Indonesia 

Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan 

perizinan pekerjaan bawah air kepada PT Optic Marine Indonesia 

Pelaksanaan proses perizinan pekerjaan bawah air dapat dilaksanakan 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan   
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

1. Penyebab terlambatnya proses perizinan pekerjaan bawah air di 

Kementerian Perhubungan oleh PT Optic Marine Indonesia yaitu: 

a. Belum adanya sistem pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang 

disebut dengan Online Single Submission (OSS)                                                                                                                  

b. Beberapa instansi yang belum memiliki Sistem Informasi Manajemen 

(SIM) atau sistem online 

c. Kurangnya komunikasi antara PT Optic Marine Indonesia dengan 

Kementerian Perhubungan 

2. Cara mengatasi keterlambatan proses perizinan pekerjaan bawah air di 

Kementerian Perhubungan oleh PT Optic Marine Indonesia adalah sebagai 

berikut: 

a. Memastikan PT Optic Marine Indonesia Memiliki Rekapitulasi 

b. Mengadakan Pertemuan/ meeting dengan Kementerian Perhubungan 

c.  Memonitoring Langsung di Lapangan Terkait Proses Perilisan 

Dokumen Rekomendasi 

B. Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut antara lain sebagai 

berikut: 

1. Objek dalam penelitian ini hanya difokuskan pada keterlambatan proses 

perizinan pekerjaan bawah air di Kementerian Perhubungan yang 
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mengakibatkan terlambatnya perilisan surat yang akan diserahkan kepada 

pelaku usaha. 

2. Keterbatasan hasil dokumentasi yang dimiliki, karena dokumentasi yang 

dikumpulkan hanya saat peneliti melakukan praktek darat di PT Optic 

Marine Indonesia. 

C. Saran 

1. Sebaiknya Kementerian Perhubungan mengadakan sistem online untuk 

mempermudah perusahaan atau pelaku usaha dalam proses perizinan 

pekerjaan bawah air agar berjalan praktis dan cepat. 

2. PT Optic Marine Indonesia sebaiknya membuat kebijakan untuk 

mengadakan pertemuan atau meeting dengan beberapa instansi terkait 

dalam satu kesatuan proyek dengan tujuan Forum Group Discussion untuk 

mempersingkat waktu pengerjaan suatu proyek. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1  

Pedoman Wawancara 

A. Identitas Informan 

1. Nama  : Ika Mayridiana Illustianti 

Jabatan : Manager Operasional & Permitting  

2. Nama  :  Baru Hermawan 

Jabatan : Staff Permitting Submarine Cable Installation 

3. Nama  : Syafika Yusranita 

Jabatan : Staff Operasional Cable Installation 

4. Nama  : Een Nuraini Saidah 

Jabatan : Kasubdit Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) 

5. Nama  : Muhamad Wahyudin 

Jabatan : Staff Kementerian Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP)  

B. Naskah Wawancara 

1. Bagaimana prosedur perizinan pekerjaan bawah air yang berupa Sistem 

Komunikasi Kabel Laut (SKKL) di wilayah Indonesia? 

2. Apa yang menjadi faktor keterlambatan proses perizinan pekerjaan bawah 

air di Kementerian Perhubungan Laut oleh PT Optic Marine Indonesia? 

3. Berapa lama surat izin pekerjaan bawah air itu dikeluarkan dari 

Kementerian Perhubungan Laut? 



 

 

4. Bagaimana upaya Kementerian Perhubungan Laut  dalam mengatasi 

proses perizinan bagi pelaku usaha yang belum memiliki sistem OSS 

(Online Single Submission) 

5. Apakah dengan cara manual atau door to door merupakan cara efektif 

dalam proses perizinan pekerjaan bawah air bagi pelaku usaha? 

6. Bagaimana pihak PT Optic Marine Indonesia berinteraksi dengan pihak-

pihak instansi pemerintah terkait dalam proses perizinan SKKL tersebut? 

7. Apakah ada hambatan yang dialami PT Optic Marine Indonesia selama 

proses perizinan pekerjaan bawah air? 

8. Apa yang dilakukan oleh PT Optic Marine Indonesia jika proyek yang 

dilakukan terhambat oleh susahnya persetujuan oleh pihak Kementerian 

Perhubungan? 

9. Bagaimana cara mempertahankan kerjasama antar PT Optic Marine 

Indonesia dengan perusahaan pemilik proyek kabel? 

10. Bagaimana cara mempertahankan sumber daya manusia yang baik bagi PT 

Optic Marine Indonesia agar terjalin baik dengan investor? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 2  

 Standar Operasional Prosedur Perizinan Pekerjaan Bawah Air 

 



 

 



 
 

 

Lampiran 3  

 Check List Surat Permohonan SPKBA 

 

 

 



 

 

Lampiran 4   

Surat Permohonan SPKBA 

 

 

  

 



 

 

Lampiran 5   

Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage atau Pekerjaan Bawah Laut 

 

 



 

 
 

Lampiran 6   

Jadwal Kerja atau Plan Of Work  (POW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 7   

Ship Particular KDDI Cable Infinity 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 8   

Crew List 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 9  

 Wrecks Removal Insurance Certificate 

 

 



 

 

Lampiran 10   

International Tonnage Certificate 

 

 



 

 

Lampiran 11  

Surat Pemberian Izin Kegiatan Pekerjaan Bawah Air (SPKBA) 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 12   

Rapat Pembahasan Perizinan Pekerjaan Bawah Air 

 
Rapat Pembahasan SPKBA 

 

 
Rapat Pembahasan Ruang Lingkup Penggelaran Kabel 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 13  

 Permohonan SPKBA Di KPLP – Kementerian Perhubungan 

 
Ruang Tunggu KPLP  

 

 
Ruang Permohonan SPKBA-KPLP 

 

 



 

 

Lampiran 14  

Perusahaan PT Optic Marine Indonesia 

 
Lobby PT Optic Marine Indonesia 

 

 
Ruang Devisi Permitting  
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